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ABSTRACT

The role of the regional government in Indonesia has become a central role. Since the regional autonomy was
implemented, the regional government has a mandate to prosper the community even the Regional Original
Revenue (PAD) was run uncertainly in day by day. Therefore, it is necessary to make a strategic step on how to
manage the local own revenue effectively. The result of descriptive research methods, that Riau Province
performance study in achieving Local Original Revenue (PAD) target by three regions studied, mostly decreased
with below than 100% of effectiveness value percentage, means it is not effective. So that, there is overestimated
while determine the achievable target. Strategic steps need to be taken as an effort to improve it through a data
collection strategy for taxpayers, in the context of increasing regional tax revenue; Strategies for cooperation
with the private sector / NGOs in the management and collection of regional taxes; Strategies to improve local
tax management; Strategy to expand regional tax bases; Strategies to re-identifying the mission and mandate of
the organization; The strategy of holding computerized regional revenue.

Keywords: Strategy, Effectiveness, Original Local Government Revenue

ABSTRAK

Peran pemerintah daerah di Indonesia menjadi peran sentral, sebab setelah diberlakukannya otonomi daerah,
pemerintah daerah mengemban amanah untuk mensejahterakan masyarakatnya walaupun adanya ketidakpastian
Penerimaan Asli Daerah dari masa ke masa. Oleh karenanya perlu dibuat langkah strategis bagaimana
mengefektifkan pengelolaan penerimaan asli daerah itu sendiri. Melalui metode penelitian deskriptif maka
diperoleh hasil penelitian kinerja Provinsi Riau dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah di tiga daerah
yang diteliti secara umum mengalami penurunan dimana nilai efektivitas kecil dari 100 persen artinya tidak
efektif. Sehingga terjadi overestimated dalam menentukan target yang harus dicapai. Perlu langkah strategis
yang dilakukan dalam upaya meningkatkannya yakni melalui strategi pendataan ulang terhadap wajib
pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah; Strategi melakukan berbagai macam kerjasama
dengan pihak swasta/LSM baik dalam pelaksanaan pengelolaan serta pemungutan pajak daerah; Strategi
pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah; Strategi memperluas tax -base pajak daerah; Strategi
diperlakukannya re-identifikasi misi serta mandat organisasi; Strategi diselenggarakannya komputerisasi
penerimaan daerah.

Kata kunci: Strategi, Efektivitas, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
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1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan konsep otonomi daerah, dalam hal ini
pemerintahan disetiap daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur serta mengurus
rumah tangga daerahnya masing-masing, yang salah satunya yaitu dalam hal pengelolaan masalah
keuangan daerah. Pemerintahan disetiap daerah diharapkan untuk mampu dapat lebih menggali
potensi dari berbagai macam sumber penerimaan daerah dengan memberikan dana bantuan untuk
segala aktivitas pembangunan yang ada di dalam daerah tersebut melalui peningkatan Pendapatan Asli
Daerah. Hal ini didorong juga oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap
pembangunan serta meningkatnya kualitas layanan dari pemerintah serta adanya optimalisasi
penerimaan daerah terutama dari retribusi daerah dan sektor pajak sesuai dengan amanat Undang
Undang No 23 tahun 2014.

Provinsi Riau, merupakan daerah yang berupaya meningkatkan Penerimaan Daerah melalui
salah satunya bersumber dari retribusi daerah dan pajak. Hingga saat ini penerimaan daerah dikelola
oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau berdasarkan fungsi serta tugas pokoknya
dari SPPD tersebut, setiap tahunnya Kepala Daerah dan DPRD meminta besaran target penerimaan
yang harus dicapai dan ini sekaligus penentuan kinerja dari BAPENDA itu sendiri. Pemerintah daerah
selalu berusaha untuk melakukan berbagai upaya kongkrit dalam meningkatkan penerimaan daerah,
andalan pembiayaan pembangunan pemerintah provinsi Riau yang selama ini berasal dari hasil
minyak serta gas bumi menjadi semakin lama semakin berkurang dan semakin sulit untuk diharapkan
apalagi ditengah-tengah krisis dunia akibat penurunan harga minyak dunia yang berdampak pada
penurunan penerimaan pemerintah pusat, dan ini tentu saja berimbas kepada menurunnya dana bagi
hasil oleh pemerintah pusat kepada daerah, sedangkan pembiayaan pembangunan setiap tahunnya
terus mengalami peningkatan.

Sehubungan dengan hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintahan daerah dapat juga
untuk melakukan usaha dalam hal mengintensifikasi dan mengekstensifikasikan berbagai sumber dari
penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Identifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan Pendapatan
Asli Daerah yang perlu dilakukan untuk dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui
prinsip keadilan, dan demi terwujud dan terealisasinya tujuan Pemerintah untuk dapat memakmurkan
kondisi masyarakatnya. Dengan dilakukannya upaya tersebut maka paradigma negatif mengenai
pelaksanaan otonomi daerah yang dipandang selama ini bahwa masyarakat merupakan beban
pembangunan, dapat diminimalisir. Pandangan bahwa masyarakat merupakan obyek dari
pembangunan harus dirubah menjadi subyek utama dari pembangunan daerah. Pada era otonomi
daerah dan desentralisasi fiskal, kemandirian dalam pegelolaan keuangan daerah akan semakin penting
yaitu kemandirian dalam hal perencanaan atau dalam hal pengelolaan berbagai macam sumber
keuangan daerah. Kemandirian yang tinggi berpotensi akan memperkuat dan memperkokoh ketahanan
ekonomi daerah dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional maupun internasional dan pada
akhirnya sangat mempengaruhi akan besar serta kecilnya penerimaan subsidi atau bantuan yang
datang dari pusat (Wardhono et al., 2012).

Data menunjukkan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2011-2018. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah
sebesar 7,29 persen per tahun, namun terus mengalami fluktuasi sehingga belum adanya kepastian
dalam penerimaan ke depannya. Pertumbuhan tersebut paling besar didorong oleh pertumbuhan
Pendapatan Daerah lainnya yang Sah sebesar 12,42 persen per tahun, diikuti oleh Pendapatan Asli
Daerah sebesar 12,12 persen sedangkan Dana Perimbangan menurun sekitar 2,66 persen. Pendapatan
Asli Daerah di tahun 2011 berjumlah 2,2 triliun rupiah, meningkat di tahun 2012 berjumlah 2,5 triliun
rupiah, terus meningkat di tahun 2013 meningkat menjadi 2,7 triliun rupiah, terus meningkat lagi di
tahun 2014 menjadi 3,2 triliun rupiah, dan terus miningkat sampai tahun 2018 menjadi 3.4 triliun
rupiah.

232



Jurnal Ekonomi — JE (2019), Vol.27(2), pp.231-241 Syapsan

Dari uraian permasalahan di atas, dijelaskan bahwa idealnya daerah memiliki otonomi dalam
meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan menggali potensi yang dimilikinya sehingga
menghasilkan kinerja yang memuaskan. Tetapi sampai saat ini masih belum juga menunjukkan
keberhasilan yang berarti. Oleh karenanya dibutuhkan model yang efektif dalam rangka mencapai hal
tersebut. Jadi, bagaimana cara efektif membangun Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau pada masa
otonomi daerah saat ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut azas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan
kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,
merupakan landasan kuat untuk penyelenggaraan otonomi dengan memberikan kewenangan yang
luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, sebagaimana terformulasikan dalam ketetapan MPR
RI Nomor XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anonymus, 1999).

Keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi suatu daerah sangat bergantung dari peran serta
dan partisipasi masyarakat yang aktif dan pada akhirnya masyarakat menjadi satu kesatuan integral
dalam pemerintah daerah yang sangat penting dari suatu sistem pemerintahan. Salah satu maksud serta
tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk dapat mewujudkan masyarakat kedepannya akan
lebih sejahtera. Wujud partisipasi dari masyarakat yaitu dalam proses pembuatan keputusan,
pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi (Kaho, 1997). Otonomi suatu daerah bisa
diwujudkan apabila ditunjang dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Dalam hal ini
berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat, yaitu dengan jalan menggali
sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah (Radianto,1997).

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang kontribusi pajak daerah
sebagai sumber pendapatan asli daerah. Mokoginta (2015) meneliti analisis efektivitas prosedur dalam
pemungutan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor dalam peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menemukan bahwa kontribusi PKB dan
BBNKB di provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2009-2013 namun
masih memiliki kontribusi yang sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari tingkat efekivitas pemungutan
pajak yang dilakukan, yang pada hasilnya Provinsi Sulawesi Utara mencapai target bahkan lebih dan
termasuk dalam kategori sangat efektif, dan prosedur pemungutannya juga berjalan terstruktur.

Oktaviana (2014) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi
Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah
memaparkan bahwa Perkembangan penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah selama periode
2008-2012 mengalami kenaikan yaitu rata-rata 13,09% per tahun. Hal ini menunjukkan besarnya
kontribusi dari pajak daerah terhadap penerimaan daerah. Selain itu, Penerimaan pajak daerah provinsi
Jawa Tengah selama periode 2008-2012 pada masing-masing sektor secara keseluruhan tergolong
sangat efektif. Jenis pajak daerah yang paling efektif berdasarkan hasil analisa adalah Biaya Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu dengan angka rata- rata tingkat efektivitas sebesar
117,51% per tahun.

Susanto (2014) dalam penelitiannya yang berjudul tentang Analisis Kemampuan Keuangan
Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengemukakan bahwa Dilihat dari indikator kinerja
Pendapatan Asli Daerah, secara umum untuk sumbangan Pendapatan Asli Daerah (share) terhadap
jumlah keseluruhan dari pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2003 sampai dengan
2007 masih rendah, namun untuk pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tinggi. Meskipun tetap terjadi
peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah, tapi bila dibandingkan dengan peningkatan Belanja
Daerah, maka untuk proporsi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat kecil. Maka perlunya upaya
yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan share Pendapatan Asli
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Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
potensial, misalnya dengan mengintensifkan pemungutan objek-objek pajak maupun ekstensifikasi
Pendapatan Asli Daerah misal, pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor, pengenaan pajak TV
atau radio, dan lain sebagainya.

Weya, Naukoko, dan Kawung (2015) dalam Penelitiannya mengenai Analisis Pertumbuhaan
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan PDRB di Provinsi Papua menjelaskan bahwa Pendapatan Asli
Daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
pertumbuhaan ekonomi di Papua. Hal ini berarti semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah makan
semakin tinggi pertumbuhaan ekonomi. Namun demikian, pemerintah Provinsi Papua perlu
merumuskan kembali sistem pungutan Pendapatan Asli Daerah yang berlaku dengan sistem yang lebih
efisien dan efektif agar lebih bermanfaat bagi pengembangan pertumbuhaan ekonomi di provinsi
Papua.

Dwirandra (2008), melalukan penelitian tentang efektivitas serta kemandirian keuangan
daerah otonom Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2002 sampai dengan tahun
2006. Hasil penelitiannya menemukan bahwa di tahun tersebut termasuk dalam kategori kondisi
keuangan yang cukup efektif bahkan sangat efektif, serta tidak ada yang kurang dan tidak efektif
dimana rasio efektivitas keuangan daerahnya (EKD) berkisar dari 75,01% sampai dengan di atas
100%.

Siregar dan Hadi (2016) melakukan penelitian tentang Pemetaan Potensi dan Pembuatan
Grand Design Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Potensi PKB dan BBN-
KB) yang menjelaskan bahwa Berdasarkan pada hasil perhitungan potensi penerimaan PKB dan BBN-
KB masih terdapat gap yang besar dengan angka target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu
direkomendasikan agar pemerintah dapat meningkatkan tingkat target yang ditetapkan untuk masa
yang akan datang. Selain itu, masih terdapat banyak titik potensial yang dianggap belum optimal
digali, seperti aktifitas balik nama kendaraan dan tunggakan pajak. Hal ini dikarenakan selain fasilitas
pelayanan yang dianggap masih kurang dan masih lemahnya penegakan aturan akibat dukungan
sistem informasi dan koordinasi antar instansi yang masih rendah. Karena itu diperlukan sistem
informasi terpadu secara online.

Pada dasarnya penelitian ini tetap mengacu pada payung hukum yang terkait yaitu terhadap
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena masalah potensi pendapatan yang
dimiliki oleh suatu daerah dijabarkan didalam undang-undang tersebut, sehingga penelitian ini
menemukan masalah dan mencari data serta informasi untuk memecahkan masalah potensi daerah
yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan strategi peningkatan kemampuan keuangan
daerah dengan menggunakan langkah-langkah yang dirasa tepat untuk dapat menemukan solusi.
Adapun masalah dan fokus jawaban yang rasanya dapat memecahkan masalah tersebut yaitu
diantaranya meliputi upaya-upaya dalam meningkatkan potensi serta informasi tentang kondisi
keuangan daerah termasuk di dalamnya mengkaji potensi pendapatan daerah dalam memperkuat
kondusifitas kondisi keuangan daerah sehingga dapat ditemukan dan mengidentifikasi potensi
Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data trend sector pendukung Pendapatan Asli Daerah mengindikasikan
kontribusi sektor perpajakan mengalami fluktuatif atau ketidakkonsistenan, hal ini merupakan salah
satu masalah, karena sebenarnya justru dari sektor perpajakan dapat dijadikan ujung tombak dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Karena itu, dibutuhkan identifikasi data dan informasi
yang lebih akurat untuk mengetahui penyebab penurunan perolehan dari sektor pajak daerah dan
membutuhkan pembenahan administrasi pajak daerah demi untuk peningkatan pendapatan dari sektor
pajak daerah, serta untuk dapat memahami upaya normatif yang telah dilakukan pemerintah
kabupaten/kota membutuhkan informasi dan data dari organisasi pelaksana pemungutan pajak daerah
baikpun sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.
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Berdasarkan data serta informasi yang diperoleh sementara ini, kondisi yang sangat
memprihatinkan terlihat pada beberapa Kabupaten yang rendah kemampuan keuangan daerahnya yang
ada di Provinsi Riau, dimana capaian Pendapatan Asli Daerah tidak dapat terealisasi sesuai harapan
karena target yang terlalu tinggi. Sehingga dianggap perlu untuk melakukan konsep dan strategi yang
dibuat oleh pemerintah daerah untuk menemukan langkah-langkah yang relatif tepat mengatasi
masalah tersebut, yang salah satunya dengan cara mengkaji faktor-faktor pendukung, faktor-faktor
penghambat serta sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan program terpadu dalam menggali potensi
pendapatan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah kabupaten terkait dalam
rangka memberikan informasi kepada daerah tentang kondisi kemampuan keuangan daerah yang
dimiliki, dan diperkuat dengan hasil kajian strategi-strategi yang telah digali dalam
meningkatkan kemampuan keuangan tersebut, sehingga Pendapatan Asli Daerah mutlak diperlukan
demi peningkatan pendanaan pembangunannya, dan juga karena selama ini belum ada penelitian yang
mengkaji tentang sejauh mana potensi PAD khususnya pada kabupaten ini, terutama sekali dalam
mengkaji potensi pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD. Dalam mengkaji dan mencari
informasi  terkait dengan hal tersebut perlu diidentifikasi alternatif langkah-langkah yang akan
ditempuh untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat, dalam hal ini unsur yang dapat
berperan yakni kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mengarah
kepada pengkajian potensi Pendapatan Asli Daerah, karena dalam kebijakan umum pemerintah
terdapat banyak data dan informasi yang dapat digali untuk menemukan suatu jawaban yang tersirat
maupun tersurat.

3. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Jenis serta sumber data yang
dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari publikasi pihak instansi tertentu,
serta data primer yang dikompilasi dari lembaga dan instansi pemerintah serta beberapa informan yang
ada dilapangan, sebagai data pendukungnya kami dapatkan secara tidak langsung baik dari dokumen,
laporan resmi maupun dari sumber lainnya yang kami anggap relevan.

Data penelitian ini diperoleh dari beberapa informan, dokumen, serta tempat dan peristiwa
yang ada. Informan adalah orang yang dianggap tepat, bisa dipercaya dan dianggap memiliki potensi
untuk dapat memberikan berbagai macam sumber data guna mengungkapkan suatu fenomena yang
ada. Penggalian informasi diawali dari penuturan informan awal yang kemudian menunjuk informan
utama (key informan). Informasi dari informan utama selanjutnya diaktualkan dan diperkaya secara
bergulir-menggelinding (snowballing) kepada informan berikutnya sampai dengan terjadi kejenuhan
informasi. Hal ini dilakukan agar variasi, kedalaman, dan kerincian data/informasi dapat diperoleh
secara optimal. Informan utama atau informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas
Pendapatan Daerah, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah
kabupaten/kota Terkait Penelitian yang pada saat penelitian dilakukan bertanggung jawab dan pejabat
lain yang menurut informan awal atau informan kunci dinilai mengetahui, menguasai, dan memahami
bahkan menghayati hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan data pendukung yang bersumber dari dokumen yaitu catatan
yang berkaitan dengan masalah penelitian, diantaranya adalah dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penelitian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kabupaten/kota Terkait Penelitian, Rencana Strategis (Renstra)

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT (Strength,
Weakness, Opportunity, Threat) merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi
berbagai faktor yang berpengaruh dalam merumuskan strategi perusahaan (Lipinski, 2002; Rangkuti,
2006). Berbagai faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan dibandingkan dengan
faktor lingkungan internal yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan berbagai alternatif strategi
sesuai dengan hasil formulasi pada matriks SWOT (Rangkuti, 2003; Dyson, 2004; Rangkuti 2006).
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil

Analisis efektivitas digunakan untuk menentukan keseuaian antara target dan realisasi dari
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau yang dilihat dari tiga daerah yaitu Kota Dumai, Kabupaten
Indragiri Hulu, dan Kabupaten Bengkalis. Efektivitas bertujuan mengukur rasio keberhasilan, dimana
jika nilai rasio semakin tinggi maka semakin efektif. Standar minimal rasio adalah 100 persen artinya
target yang diharapkan sama dengan capaian dari realisasinya. Berikut ini hasil perhitungan nilai
efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah tiga daerah tersebut. Nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Dumai, dan Kabupaten Bengkalis bersifat tidak efektif karena
dibawah dari target yang ditentukan. Efektivitas pungutan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-
KB) Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu mengalami penurunan menjadi tidak efektif
disebabkan oleh beberapa faktor seperti proses administrasi yang panjang, kegiatan percaloan dan
sebagainya sehingga masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk melakukan balik nama kendaraan
tidak mengerjakannya. Dengan demikian penerimaan dari komponen ini semakin turun. Hal yang
sama juga terjadi di Kota Dumai dimana nilai efektivitas adalah tidak efektif atau kurang.

Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau yang berada di Kabupaten
Indragiri Hulu dari BBN-KB alat-alat berat dan alat-alat besar kinerja mengalami penurunan
menjadi tidak efektif bahkan target yang bisa capai dari penerimaan BBN-KB alat-alat berat dan
alat-alat besar hanya lebih kurang 30 persen. Hal ini sejalan dengan kondisi sebelumnya bahwa di
Kabupaten ini banyak masyarakat yang memiliki alat berat namun tidak taat bayar pajak. Masyarakat
yang dimaksudkan disini adalah terdiri dari anggota dewan dan pejabat. Sedangkan di Kota Dumai
realisasi penerimaan BBN-KB alat- alat berat dan alat-alat besar melebihi dari target yang ditentukan
karena nilai efektivitasnya lebih dari 100 persen. Namun pada tahun berikutnya target yang ditentukan
tidak tercapai sama sekali karena pada tahun ini tidak ada yang melakukan bea balik nama atas alat
berat yang dibeli atau dimiliki.

Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau yang berasal dari pajak air
permukaan yang berada di Kabupaten Bengkalis belum efektif karena nilai nya masih dibawah 100
persen sehingga target yang ditetapkan untuk penerimaan dari pajak air permukaan belum tercapai.
Hal ini disebabkan oleh banyak wajib pajak yang melakukan pengurangan terhadap jumlah air
permukaan yang mereka gunakan sehingga menurunkan pendapatan pemerintah. Pada tahun
berikutnya realisasi penerimaan sudah melebihi dari target yang ditetapkan dimana nilai efektivitas
besar dari 100 persen. Sebaliknya di Kota Dumai penerimaan pajak air permukaan mampu melebihi
target yang ditetapkan oleh Provinsi Riau, namun tahun berikutnya tingkat efektivitas tidak efektif
karena masih di bawah 100 persen walaupun tahun 2016 tingkat efektivitas mengalami peningkatan.
Hal ini disebabkan oleh banyak perusahaan wajib pajak air permukaan yang tidak membayarkan
kewajibannya. Kondisi yang sangat efektif berada pada Kabupaten Bengkalis karena realisasi
penerimaan pajak air permukaan Provinsi Riau sangat efektif karena nilai efektivitasnya besar dari 100
persen.

Tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau yang berasal dari lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berupa sumbangan dari pihak ketiga di tiga daerah yang
menjadi sampel masih tidak efektif karena nilai efektivitas dibawah 100 persen, bahkan di Kabupaten
Bengkalis realisasi penerimaaan yang beasala dari pihak ketiga hanya sekitar 30 persen dari target
yang ditentukan. Kemudian disampaikan oleh para petugas dilapangan mengenai sulithya mencapai
target dari lain-lain pendapatan yang sah karena sumbangan sifatnya sukarela sehingga tidak bisa
dipaksakan jumlahnya.

Analisis deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang dipakai, yaitu menggambarkan
seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan
tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis data dengan berpedoman pada teori- teori yang
sesuai. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan melalui tabel- tabel yang bertitik tolak pada
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pemahaman konsepsi serta pandangan atas teori yang terkait sehingga mudah dipahami oleh
pembaca. Analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness,
Opportunity dan Threat) yang merupakan metode analisis dasar untuk melihat suatu permasalahan
dari 4 (empat) sisi yang berbeda.

Kotler (2008) mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Udan (2005) mendefinisikan bahwa analisis SWOT
merupakan penilaian atau assessment terhadap indentifikasi situasi untuk menemukan apakah suatu
kondisi dikatakan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman.

Dari hasil analisis yang didapat guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
berhubungan dengan analisis strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. Pelaksanaan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau dipengaruhi oleh faktor internal (kekuatan dan
kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman).

a. Kekuatan vyang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah adalah: (Kapasitas dan kinerja kelembagaan UPT Bapenda Provinsi
Riau dalam upaya peningkatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah; Sistem penarikan pajak
yang jelas; Adanya Perda yang mengatur Pajak daerah; Adanya komitmen organisasi untuk
mencapai tujuan; Adanya keterlibatan dan kerjasama lintas instansi dalam usaha penerimaan
Pendapatan Asli Daerah; Dukungan anggaran operasional yang berupa insentif pada petugas
pemungut pajak, retribusi dan pembayaran lainnya; Adanya pengawasan pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah yang jelas; Banyaknya kesempatan diklat pegawai)

b. Kelemahan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah adalah: (Kurangnya tenaga profesional (SDM) di lapangan; Belum
tersedianya sistem informasi dan data yang valid sesuai dengan potensi riil untuk pengelolaan
pajak yang moderen dan inovatif; Birokrasi; Kurang perhatiannya pemerintah terhadap para
wajib pajak/retribusi; Kurangnya dukungan dan peranan dari instansi teknis terkait
pengelolaan pajak/retribusi daerah di Provinsi Riau; Belum memadainya sarana dan prasarana;
Belum mampunya menetapkan sanksi dalam setiap pelanggaran dalam kegiatan
melaksanakan penerimaaan Pendapatan Asli Daerah)

c. Peluang vyang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau dalam meingkatkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah adalah: (Posisi geografis Provinsi Riau; Potensi Sumber Daya Alam
yang dimiliki Provinsi Riau sebagai sumber; Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan
dalam rangka pertumbuhan ekonomi; Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan
perundangan untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Riau (UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 2014); Kemajuan teknologi
yang sangat pesat; Masih terdapatnya objek pajak yang belum tergali memungkinkan dapat
dimanfaatkan untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah)

Ancaman yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau dalam meingkatkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah adalah: (Banyak pemilik objek pajak yang tidak berhasrat membayar;
Penghindaran (avoidance) pembayaran oleh wajib pajak daerah; Kurangnya kepercayaan masyarakat
terhadap pemungut pajak daerah; Keamanan bagi pegawai pemungut pajak daerah; Melambatnya
ekonomi; Lokasi objek/wajib pajak yang jauh dari tempat pembayaran pajak) Dari uraian di atas,
maka dapat disusun matrik SWOT berikut ini:
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Gambar 1: Matrik SWOT Strategi Peningatan Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di
Provinsi Riau
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Setelah dilakukan analisis data di atas, maka langkah berikutnya dalam memetakan isu atau
faktor strategis yang ada digunakan alat analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treat
Analysis), sehingga dapat diketahui struktur serta tingkat strategis dari faktor- faktor tersebut. Dengan
matrik SWOT ini dapat diketahui isu atau faktor-faktor strategis yang perlu dikembangkan
dimasa yang akan datang dalam pengembangan/peningkatan pendapatan pajak daerah.

Strategi Strength-Opportunity (SO); Interaksi kombinasi strategi SO: yaitu suatu strategi yang
menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang; Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang
kuat dan berpeluang, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi dalam
kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi,
memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Strategi memanfaatkan seluruh
kekuatan untuk membuat dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya yaitu:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pelayanan yang optimal.

b. Meningkatkan dan mengefektifkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat secara
luas.

c. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bidang perpajakan dan mengadakan pemutakhiran
data.

d. Memperluas tax-base retribusi daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, baik dalam hal pelayanan maupun kinerja,
melalui pendidikan dan pelatihan.

f. Memudahkan cara pembayaran pajak tahunan melalui online, kecuali untuk kenderaan per
lima tahun.

g. Menetapkan dan membuat strategi baru dalam memungut pajak dan lebih memperhatikan
kualitas dan pelayanan prima.
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h. Memberdayakan personil yang tersedia untuk melakukan pendataan dan pemungutan
pajak dan retribusi daerah lebih intensif.

4.2. Pembahasan

Pembahasan di atas yang mendasarkan pada proses manajemen strategis menurut Bryson dan
Roering (1987), maka dapat dirumuskan strategi-strategi dalam rangka meningkatkan pendapatan
pajak daerah di Provinsi Riau. Untuk itu perlu penulis uraikan mengenai strategi-strategi tersebut
disertai dengan langkah- langkah untuk melaksanakannya.

Strategi pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan
pendapatan pajak daerah

Salah satu strategi dalam rangka peningkatan pajak daerah melalui ekstensifikasi, adalah
pendataan kembali wajib pajak daerah yang telah ada, sehingga data tentang potensi pajak daerah yang
ada selalu data yang terbaru. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh vyaitu; a). Mendata
wajib pajak yang sudah terdaftar secara serempak diseluruh Provinsi Riau; dan b). Mendata secara
continue melalui petugas pemungut dengan memonitoring objek pajak yang belum terdata.

Strategi melakukan kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun
pemungutan pajak daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau,
tetapi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah haruslah terkoordinir dengan baik
mengingat sangat kompleksnya jenis pajak daerah dan luasnya cakupan wajib pajak serta objek pajak
yang tersebar di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota.

Strategi pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah,

Sehubungan dengan tugas pokok serta fungsi Bidang Pendapatan, yang secara implementasinya
terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasannya belum berjalan secara
optimal, maka perlu adanya pembenahan dalam pengelolaan pajak sebagai berikut: Menerapkan
sistem dan mekanisme prosedur perpajakan dengan baik, dari mulai pendaftaran dan pendataan,
penetapan, penyetoran, pembukuan dan penagihan; Melakukan pendataan potensi pajak daerah dalam
pemungutan pajak, yang menghasilkan data lebih akurat; Menfasilitasi kebutuhan sumber daya
manusia berdasarkan beban kerja.

Strategi memperluas tax -base pajak daerah

Secara garis besar upaya peningkatan pajak daerah dapat dibedakan menjadi upaya
ekstensifikasi dan intensifikasi. Selanjutnya Soemitro (1988:384) menjelaskan upaya ekstensifikasi
pajak/retribusi sebagai perluasan pemungutan pajak/retribusi dalam arti: Penambahan pajak/retribusi
baru dengan menemukan wajib objek pajak/retribusi baru; dan; Menciptakan pajak-pajak/retribusi
baru, atau memperluas ruang lingkup pajak/retribusi yang ada. Berdasarkan pendapat di atas dan
berdasarkan penelitian di lapangan terdapat beberapa usulan yang dapat peneliti ajukan kepada
Dinas PPKAD Provinsi Riau khususnya Bidang Pendapatan dalam rangka peningkatan pajak daerah,
yaitu: Pendaftaran wajib pajak baru di kecamatan yang belum pernah terdaftar seperti di Kecamatan
Rupat; Melakukan pendataan secara intensif tentang subjek dan objek pajak daerah yang baru;
Memberi masukan kepada pihak legislatif mengenai pembaharuan perda pajak daerah yang
disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang ada dan penekanan kepada obyek pajak
daerah yang belum optimal digali oleh pemerintah daerah, seperti pajak air tanah.

Strategi diperlakukannya re-identifikasi misi dan mandat organisasi

Misi dan mandat merupakan hal pokok dalam suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan.
Mandat dipaksakan dari luar dan boleh jadi dipandang sebagai keharusan sehingga organisasi
diharapkan melaksanakannya. Sedangkan misi lebih banyak dikembangkan dari dalam dan
mengidentifikasi tujuan yang hendak dikejar oleh organisasi.
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Strategi diselenggarakannya komputerisasi penerimaan daerah

Aplikasi KOMPATDA, sudah tercakup dengan jelas menu input dan output sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri N0.170 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 43
Tahun 1999 “Tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah”. Dengan komputerisasi
Pendapatan Asli Daerah tugas Dinas PPKAD akan menjadi ringan, pelayanan kepada WP akan lebih
cepat dan keakuratan data akan lebih terjamin. Penyederhanaan tahapan birokrasi serta peningkatan
layanan online dalam hal pembayaran pajak sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk
membayar pajak. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan; Mengadakan Komputerisasi
Pendapatan Asli Daerah, Melatih Pengelola Data Elekronik (PDE); Melatih operator untuk
mengoperasikan menu-menu tampilan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan kinerja Provinsi Riau dalam
mencapai target Pendapatan Asli Daerah di tiga daerah yang diteliti secara umum mengalami
penurunan dimana nilai efektivitas kecil dari 100 persen artinya tidak efektif. Sehingga terjadi
overestimate dalam menentukan target yang harus dicapai. Perlu langkah strategis yang dilakukan
dalam upaya meningkatkannya yakni melalui strategi pendataan ulang terhadap wajib pajak,
dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah; Strategi ada kerjasama dengan pihak
swasta/LSM dalam hal pengelolaan dan pemungutan pajak daerah; Strategi pembenahan manajemen
pengelolaan pajak daerah; Strategi memperluas tax -base pajak daerah; Strategi diperlakukannya re-
identifikasi misi serta mandat organisasi; dan Strategi diselenggarakannya komputerisasi penerimaan
daerah.
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